ABSTRAK

Siti  Nurjanah (1213010159), 2025 “DISPARITAS PUTUSAN NOMOR
4159/PDT.G/2024/PA.BADG DAN PUTUSAN NOMOR 31/PDT.G/2024/PA.SMDG
TENTANG PERKARA PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DAN PISAH
TEMPAT TINGGAL KURANG DARI 6 BULAN PASCA LAHIRNYA SURAT
EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 3 TAHUN 2023”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan
bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dengan alasan yang sah dan dibenarkan oleh
pengadilan, hal ini sejalan dengan asas mempersukar perceraian. Mahkamah Agung
memperkuat asas ini melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun
2023, yang menyatakan bahwa perceraian akibat perselisihan terus menerus hanya
dapat dikabulkan jika terbukti tidak ada harapan rukun kembali dan telah berpisah
tempat tinggal minimal 6 bulan. Penelitian ini berfokus pada disparitas putusan perkara
perceraian karena perselisinan dan pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan yang
didasarkan kepada penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) melalui
analisis dua putusan pengadilan yang berbeda.

Tujuan dari penelitian ini ialah 1). Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim
pada Putusan Putusan Nomor 4159/Pdt.G/2024/PA.Badg 2). Untuk Mengetahui
Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Smdg. 3). Untuk
mengetahui Implikasi Hukum dari Perbedaan Implementasi surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Pada Putusan Nomor 4159/Pdt.G/2024/PA.Badg
dan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Penelitian ini menggunakan Grand Theory Kepastian Hukum dan Middle &
Applied Theory Penegakan Hukum. Kedua teori ini digunakan untuk menilai sejauh
mana Surat Edaran Mahakamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 mampu
menciptakan putusan yang seragam dan memberikan kepastian hukum dalam perkara
perceraian.

Metode penelitian yang digunakan ialah Analisis isi (content Analysis) dengan
pendekatan penelitian yurirdis normatif. Sumber data primer penelitian ini ialah
Putusan Nomor 4159/Pdt.G/2024/PA.Badg, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Smdg
dan Surat Edaran Mahakamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023. Sementara data
sekunder yang digunakan meliputi, buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-
undangan, dan hasil wawancara.

Hasil Penelitian menunjukan 1). Adanya impelementasi SEMA Nomor 3 Tahun
2023 Pada Putusan Nomor 4159/Pdt.G/2024/PA.Badg dengan menggunakan
pendekatan sistematis 2). Tidak adanya penggunaaan SEMA pada Putusan Nomor
31/Pdt.G/2024/PA.Smdg dengan menggunakan pendekatan tektualis skriptural dan
mengesampingkan penggunaan SEMA. 3). Lemahnya Penegakan Hukum dan
keseragaman hukum yang menunutut pada penegasan kedudukan SEMA dan
penyeragaman penerapannya oleh hakim.
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